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Sasaran Pemerasan

JAKARTA -Isu pemerasan terhadap kepala
desa (kades) yang marak di daerah mem-
buatpemerintah pusatangkatbicara. Apara-
tur desa dan masyarakat diimbau tidak se-
gan melaporkan indikasi pemerasan berke-
dok apapun. Baik itu oknum yang menga-
tasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), lembaga swadaya masyarakat (LSM)
maupun wartawan, &
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Kepolisian bisa bertindak Lebih Cepat

Sambungan dari hal 1

Menteri Desa, Pembangu-
nan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Eko Sand-
jojo mengatakan, pem-
erasan yang terjadi selama
ini membidik dana desa
sebagai objek kasus. Ok-
num pemeras menakut-
nakuti aparatur desa hing-
ga pejabat daerah dengan
mengancam akan ‘mem-
perkarakan’ indikasi peny-
elewengan dana desa. "Se-
carapresentase sebenarnya
Kecil,” ujar Ekokepada Jawa
Pos, kemarin (23/10).

Maraknya pemerasan itu
diketahui dari pengaduan
masyarakat yang disam-
paikan melalui media sos-
ial dan SMS centre kemen-
terian/lembaga terkait. Se-
lainKemendes PDTT, lapo-
ran itu juga disampaikan
ke kepolisian. Ulah oknum
pemeras itu membuat re-
sah kades dan pejabat dae-
rah. Di Jawa Barat, misal-
nya, maraknya oknum KPK
gadungan yang melaku-
Kan pemerasan memaksa

Gubernur Jabar dan KPK

* menggelar rapat koordina-

si (rakor).

Presiden Joko Widodo se-
belumnya sempat mengin-
struksikan kepada aparat
kepolisian dan kejaksaan
untuk tidak mengkrimi-
nalisasikan kades. Instruk-
si itu menyikapi kekhawat-
iran kades yang takut dipi-
danakan jika tanpa senga-
ja menyalahi aturan peng-
gunaan dana desa. Upaya
hukum baru akan dilaku-
Kan bila kades atau pejabat
daerah dengan sengajame-
nyalahi prosedur pengelo-
laandana desauntukmem-
perkayadiriataukelompok.

Eko mengungkapkan,
pemerasan yang diadukan
melalui media sosial dan
SMS centre sejauh ini di-
tangani dengan cepat oleh
kepolisian. Menurutnya,
masyarakat saat ini cend-
erung proaktif untuk mel-
aporkan indikasi pem-
erasan yang dianggap me-
resahkan dan mengganggu
Kinerjapemerintahan desa.
"Bahkan ada bupati yang
menahan pencairan dana
desa pun juga cepat ditan-

gani,” terangnya.

Plh Kabiro Humas KPK
Yuyuk Andriati Iskak me-
nyatakan, instansinya su-
dah pernah membuatsurat
edaran yang disebar ke se-
luruh daerah di Indonesia.
Dalam surat itu, KPK ne-
minta agar semua pejabat
daerah mewaspadai petu-
gas yang mengatasnamak-
an KPK. "Pegawal KPK se-
lalu dibekali tanda penge-
nal dan surat perintah tu-
gas,” ucap dia.

Jika ada orang yang men-
gaku dari KPK, pejabat se-
tempat bisa mengecek tan-
da pengenalnya dan su-
rat perintah tugas. Maka,
pemerintah daerah mau-
pun pemerintah desa bisa
melaporkannya ke kan-
tor polisi terdepat. “Ka-
lau menemukan KPK ga-
dungan segera laporkan ke
aparat hukum,” terang ibu
satu anak itu.

Jadi, lanjut dia, jangan
sampai pemerintah daerah
mudah ditipu oleh oknum
yang tidak bertanggung-
jawab. Apalagi, merekame-
minta sejumlah vang dan
berjanji tidak akan men-

gusut pelanggaran yang di-
lakukan. Hal itujelas tinda-
kanpemerasanyangdilaku-
kan atasnama KPK. Yuyuk
menegaskan bahwa setiap
pegawai KPK tidak diper-
bolehkan memintaapapun
dalammelaksanakan tugas.
Selama ini, ada orang
yang mengaku sebagai per-
wakilan kantor KPK di dae-
rah. Yuyukmenyatakan, in-
stansinya tidak mempun-
yai perwakilan di daerah.
Petugas komisi antirasuah
baru akan turun jika ada
tugas yang harus dilaku-
kan. Jadi, KPK tidak mem-
buka perwakilan di daerah.
“Pemerintah dan masyara-
katjangan mudah tertipu,”
terang perempuan asal
Malang itu.
Pihakkepolisian bisa ber-
tindak cepat dalam menan-
gani pemerasan yang men-
gatasnamakan KPK. Ok-
num pemeras itu harus di-
tangkap, sehingga tidak
menakut-nakuti pejabat.
Khususnya bagi pemerin-
tah desa dalam menggu-
nakan dana desa yang di-
kucurkan dari pemerintah
pusat.(tyo/lum)




